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Mengingat

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan
kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan
kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa agar
berkonstribusi efektif dalam mengorganisasikan inisiatif,
prakarsa  berdasarkan  aspirasi dan  kepentingan
masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong
royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan
dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan
terukur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Nomor Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 NOmOr 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah. ...



Menetapkan :

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

S5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6.Desa. ...
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Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah
partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam
Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa.

Dusun atau disebut nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau
disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah
Desa,;

Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW ) atau sebutan lain adalah lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh desa.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk
selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai
mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi
sebagai fasilator, perencana pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-
masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya
disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaaannya dari, oleh dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat
sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran
hukum dan lingkungan.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah
Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

17 .Karang Taruna. ...
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Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan
terutama bergerak dibidang sama kesejahteraan sosial yang secara fungsional
dibina dan dikembangkan oleh kesejahteraan sosial.

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah
masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tentu dengan wilayah
hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta
berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat
istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Partisipasi adalah melibatkan pihak terkait dalam menyusun perencanaan
pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunaan desa adalah suatu forum pertemuan
masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan
yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau
rukun warga.

Pengelolaan / Manajemen adalah cara atau tehnik untuk mencapai tujuan telah
dibentuk secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang memiliki baik
dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta
pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan
pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok
masyarakat miskin dan perempuan.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi :

(1)

a. Mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat;

b. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan

c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapkan

Pasal 3

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2).Pembentukan. ...
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Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memenuhi persyaratan :

a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Berkedudukan di Desa setempat

Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

Memiliki kepengurusan yang tetap

Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

Tidak berafiliasi kepada partai politik.

mo a0y

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 4

LKD bertugas :

a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD
mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki
fungsi:

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada
masyarakat Desa;

d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan
hasil pembangunan secara partisipatif;

e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. Meningkatkan Kesejahteraan keluarga; dan

g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :

a. Rukun Tetangga;
b. Rukun Warga,
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

d.Karang Taruna. ...
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(4)
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(2)
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d. Karang Taruna;
e. Pos Pelayanan Terpadu ; dan
f. Lembaga Pemberdayaan Masyrakat.

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain
sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan Pemerintahan;

b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan
perizinan; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas
membantu Kepala Desa dalam menangulangi masalah kesejahteraan sosial dan
pengembangan generasi muda.

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f,
bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi
masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-
royong.

Pasal 8

Pengurus LKD terdiri atas :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengurus LKD sebagimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
banyak 2(dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.

Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang
menjadi anggota salah satu partai politik.

BABIII. ...



BAB III
LEMBAGA ADAT DESA
Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

(1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi
persyaratan:

(3)

(1)

(2)

a.

b.

o oo

g.

Berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak
bertentanggan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
Berkedudukan di Desa setempat;

Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

Memiliki kepengurusan yang tetap;

Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 10

LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai
wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

a.

b.

Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat
termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan / atau
kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian
lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan
dalam musyawarah Desa;

Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan
waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan
ketertiban masyarakat Desa;

Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan
masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya, dan

Mengembangkan kerja sama denga LAD lainnya.

Ketiga Bagian. ...
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Ketiga Bagian
Jenis dan Kepengurusan
Pasal 11

Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Peraturan Bupati / Peraturan Wali Kota.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYATAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 12

Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat

Konsultatif.
Hubungan kerja LKD dan LAD dengan lembaga Kemasyarakatan lainnya di
Desa bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan dan
pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan
pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah
Desa pada Kabupaten /Kota di wilayah.

Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di
wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Pembentukan LKD dan LAD yang mengatur dalam Peraturan Menteri ini
berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD dikelurahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD
dikelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan wali kota.

BAB VILI. ...
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap
diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Pembentukan
Lembaga Masyarakat Desa Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal /4 Maret 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR
Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal /4 Marel 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR &/

D. PMD Kab. OKI, Lokal (D) PERBUB, PERBUB KELEMBAGAAN DESA, HJ



